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MOTTO  

 

 

“Pendidikan bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan 

memperhalus perasaan.”   

- Tan Malaka -  

  

“Tak masalah jika aku harus dipenjara. Namun, aku ingin dipenjara bersama buku, 

karena dengan buku aku menjadi bebas.”  

- Bung Hatta -   
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Kegagalan Kebijakan Parlemen Terbuka Dalam Mendorong  

  Fungsi Legislasi Transparan, Akuntabel dan Partisipatif di DPR RI  

  Tahun 2019-2023 

Arif Adiputro   

arif.adiputro@gmail.com  

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang 

Abstrak  

  Open parlemen atau Parlemen Terbuka merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk 

mendorong parlemen untuk semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Keterbukaan 

parlemen mulai jadi tema penting pada 2013, Beberapa negara, seperti Perancis dan Georgia, 

bahkan memperkenalkan rencana aksi nasional mereka sendiri. parlemen terbuka bertujuan 

untuk mengatasi kesenjangan yang semakin lebar antara parlemen dan warganya dengan 

meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga negara dalam proses pengawasan kinerja 

parlemen.  

  Pada aspek partisipasi, hadirnya putusan MK yang menyinggung partisipasi bermakna, 

adalah sinyal agar DPR segera berbenah dalam mengelola partisipasi publik, dengan 

memperbaiki mekanisme dan tools untuk menghadirkan partisipasi yang bermakna, sehingga 

DPR secara sistem di desain untuk sungguh-sungguh mendengarkan, mempertimbangkan, dan 

memberikan feedback atas masukan-masukan publik dalam proses legislasi. Pada aspek 

transparansi Sebanyak 80,4% sidang pembahasan delapan RUU yang ditetapkan menjadi UU 

pada Tahun Sidang 2020-2021 tidak ditayangkan (74 dari 92 sidang). Sementara jumlah sidang 

yang ditayangkan sebanyak 18 sidang atau 19,6%. Sebagai informasi, jumlah sidang yang 

paling banyak ditayangkan adalah sidang RUU Cipta Kerja.  

  Implementasi Kebijakan Parlemen Terbuka oleh DPR RI gagal dilaksanakan dengan 

baik, dikarenakan menguatnya peran pimpinan partai politik dalam mempengaruhi kebijakan 

dan konfigurasi politik di DPR RI sehingga legislasi yang dihasilkan cenderung menuruti 

keinginan Pemerintah, berdasarkan teori politik hukum Mahfud MD legislasi tersebut 

cenderung ortodoks dan otoriter lebih tepatnya lebih mengarah ke Parlemen Tertutup. Selain 

itu, menguatnya oligarki dan elit menjadi catatan mengapa DPR menjadi parlemen yang 

tertutup, komposisi anggota DPR sekitar 55% merupakan pengusaha akan menimbulkan 

konflik kepentingan dalam merumuskan sebuah produk legislasi yang pro terhadap masyarakat 

dan hanya menguntungkan elit semata.   

  DPR RI perlu mempertimbangkan model kelembagaan Open Parliament Indonesia, 

dalam bentuk Alat Kelengkapan Dewan, sebagaimana praktik di Parlemen Georgia dan Inggris 

berkolaborasi dengan unsur masyarakat sipil dalam memantau implementasi parlemen terbuka 

di Indonesia. Selain itu Pemerintah dan DPR perlu memperbaiki sistem kepemiluan di 

Indonesia agar meminimalisir kekuatan oligarki dan elit di dalam DPR. 

Kata Kunci : Parlemen Terbuka, Fungsi Legislasi, Konfigurasi Politik dan Oligarki 
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The Failure of Open Parliament Policy to Promote Transparent, Accountable and 

Participatory Legislation Function in the DPR RI 2019-2023 

arif.adiputro@gmail.com  

Departement of Politic dan Goverment FISIP UNDIP Semarang 

Abstract  

   Open parliament is an initiative that aims to encourage parliaments to be more open, 

transparent, accountable and inclusive. Some countries, such as France and Georgia, even 

introduced their own national action plans. Open parliament aims to address the widening 

gap between parliaments and their citizens by increasing citizen participation and 

engagement in the process of monitoring parliamentary performance.  

  On the aspect of participation, the Constitutional Court's decision on meaningful 

participation is a signal for Parliament to improve its management of public participation, 

by improving mechanisms and tools for meaningful participation, so that Parliament is 

systematically designed to listen, consider and provide feedback on public input in the 

legislative process. In terms of transparency, 80.4% of the deliberation sessions of the eight 

bills enacted into law in the 2020-2021 session were not aired (74 out of 92 sessions). 

Meanwhile, the number of sessions that were aired was 18 sessions or 19.6%. For 

information, the most aired session was the session of the Job Creation Bill.  

   The implementation of the Open Parliament Policy by the DPR RI failed to be 

implemented properly, due to the strengthening role of political party leaders in influencing 

policies and political configurations in the DPR RI so that the resulting legislation tends to 

comply with the wishes of the Government, based on Mahfud MD's political theory of law, 

the legislation tends to be orthodox and authoritarian, more precisely leading to a Closed 

Parliament. In addition, the strengthening of oligarchy and elites is a record of why the 

DPR has become a closed parliament, the composition of DPR members around 55% are 

businessmen will lead to conflicts of interest in formulating a legislative product that is pro-

people and only benefits the elite.   

   The House of Representatives needs to consider an institutional model for the 

Indonesian Open Parliament, in the form of an Organ of the House, as is the practice in the 

Georgian and British Parliaments in collaboration with elements of civil society in 

monitoring the implementation of an open parliament in Indonesia. In addition, the 

Government and Parliament need to improve the electoral system in Indonesia to minimise 

the power of oligarchs and elites in Parliament. 

 

  Keywords : Open Parliament, legislative function, political configuration, oligarchs 
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